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TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Pemberdayaan 

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, 

adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran 

masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep empowerment 

secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya. 

Konsep empowerment  mulai nampak sekitar dekade 70-an dan terus berkembang 

hingga 1990-an. (Pranarka & Vidhyandika,1996) 

 Pranarka dan Vidhyandika (Hikmat, 2004) menjelaskan bahwa konsep 

pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran 

yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran post-

modernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang 

berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang 

diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan  oleh 

masing-masing individu  secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep 

ini mempunyai  akar historis  dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan 

kebudayaan barat. Prijono Dan Pranarka (1996) membagi dua fase penting untuk 

memahami akar konsep pemberdayaan, yakni: pertama, lahirnya Eropa modern 

sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pemikiran, tata masyarakat dan tata 

budaya Abad Pertengahan Eropa yang ditandai dengan gerakan pemikiran baru 

yang dikenal sebagai Aufklarung atau Enlightenment, dan kedua, lahirnya aliran-

aliran pemikiran eksistensialisme, phenomenologi, personalisme yang lebih dekat 

dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, strukturalisme dan sebagainya. 

Perlu upaya mengakulturasikan  konsep pemberdayaan tersebut sesuai 

dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia. Perkembangan alam pikiran 

masyarakat dan kebudayaan Barat diawali dengan proses penghilangan harkat dan 

martabat manusia (dehumanisasi). Proses penghilangan harkat dan martabat 

manusia ini salah satunya banyak dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan 

teknologi yang nantinya dipakai sebagai basis dasar dari kekuasaan (power).    
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Power adalah kemampuan untuk mendapatkan atau mewujudkan tujuan. Bachrach 

dan Baratz (1970) membuktikan bahwa power adalah konsep rasional (rational 

concept). Dalam pandangan mereka, power dilakukan yang dilakukan A hanya 

dilakukan dalam hubungan individu atau kelompok B untuk memenuhi 

kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh B  yang rela melakukan 

pilihan atas sanksi yang ada atau akan kehilangan sesuatu yang lebih tinggi 

(kekuasaan atau uang). Ironisnya, kekuasaan itu kemudian membuat bangunan-

bangunan yang cenderung manipulatif, termasuk sistem pengetahuan, politik, 

hukum, ideologi dan religi. Akibat dari proses ini, manusia yang berkuasa 

menghadapi manusia yang dikuasai. Dari sinilah muncul keinginan untuk 

membangun masyarakat  yang lebih manusiawi dan menghasilkan sistem 

alternatif yang menemukan proses pemberdayaan. Sistem alternatif memerlukan 

proses “empowerwent of the powerless.” Namun empowerment hanya akan 

mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari 

kebudayaan, yaitu aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan bukan 

sebaliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan koaktualisasi 

eksistensi manusia (Prijono Dan Pranarka, 1996).  

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan 

mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang 

kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun 

demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan 

perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang 

pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan 

yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. 

Robinson (1994) menjelaskan bahwa  pemberdayaan adalah suatu proses 

pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas 

dan kebebasan bertindak. Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan 

mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi 

”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Segala potensi 

yang dimiliki oleh pihak yang kurang berdaya itu ditumbuhkan, diaktifkan, 
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dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya. 

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat menekankan 

kemandirian masyarakat itu sebagai suatu sistem yang mampu mengorganisir 

dirinya. Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya ber-

tujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk 

mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan 

diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam 

melakukan tindakan. Paul (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pem-

bagian kekuasaan yang adil sehuingga meningkatkan kesadaran politis kekuasaan 

kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan 

hasil-hasil pembangunan. Rappaport (1987) mengatakan bahwa pemberdayaan 

diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu 

terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya. MacArdle (1989) 

mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-

orang secara konsekuen melaksanakan keputusan itu. Orang-orang yang telah 

mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupa-

kan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka  sendiri dan 

akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai 

tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. 

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian 

kekauatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan 

kekuatan, seperti yang dikemukakan Simon (1990) dalam tulisannya tentang  

Rethinking  Empowerment. Simon menjelaskan bahwa pemberdayaan suatu akti-

vitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya 

oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-

determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, 

hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat 

dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang 

berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Dengan demikian pemberdayaan 

bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan 

untuk kepentingan pemrakarsa dari luar,  keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, 
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dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau 

kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. 

Sulistiyani (2004) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis 

pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemam-

puan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai 

proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses 

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada 

pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian pember-

dayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada  

hakekatnya  pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau 

memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat 

lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan 

potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya 

dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.  

Pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang 

dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan  atau upaya 

mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan 

berkemampuan menuju keberdayaan. Makna "memperoleh" daya, kekuatan atau 

kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau 

meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. 

Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk 

berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus 

menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata 

"pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif 

untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang 

memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen 

pembangunan lainnya .  
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Proses Pemberdayaan 

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa ”proses pember-

dayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang 

mene-kankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, 

kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. 

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari 

makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan 

sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.  

Kartasasmita (1995) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui tiga proses yaitu: Pertama: Menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya 

adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya 

tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, 

pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan 

mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi 

yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi 

atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empo-wering), sehingga diperlukan 

langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan 

juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah 

yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam 

menghadapi yang kuat.  

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan 

masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkamampuan. Kaitannya 

dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri 

warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, 

mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), (2) mampu 

mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memi-
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liki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling 

menguntungkan, dan (5)  bertanggungjawab atas tindakannya.  

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan 

masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, 

berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu 

berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, 

mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan 

situasi.  Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat 

seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan meng-

optimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.  

Adi (2003)  menyatakan bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu 

masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun dalam imp-

lementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam 

pelaksanaannya.  Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang 

melakukan penolakan terhadap ”pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul.  

Watson (Adi, 2003) menyatakan beberapa kendala (hambatan) dalam pembangun-

an masyarakat, baik  yang berasal dari kepribadian individu maupun berasal dari 

sistem sosial: 

a. Berasal dari Kepribadian Individu; kestabilan (Homeostatis), kebiasaan (Habit), 

seleksi Ingatan dan Persepsi (Selective Perception and Retention), ketergan-

tungan (Depedence), Super-ego, yang terlalu kuat, cenderung membuat sese-

orang tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya diri (self-

Distrust)  

b. Berasal dari Sistem Sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu (Conformity to 

Norms), yang”mengikat” sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas 

tertentu, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (Systemic and Cultural 

Coherence), kelompok kepentingan  (vested Interest), hal yang bersifat sakral  

(The Sacrosanct),  dan penolakan terhadap ”Orang Luar” (Rejection of 

Outsiders) 



 18  

Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat 

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa  konsekuensi dan tanggungjawab 

utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah 

masyarakat berdaya  atau memiliki  daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan 

yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, 

kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan 

prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama 

dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan 

membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program 

pembangunan. Setiap komponen masyarakat selalu memiliki  kemampuan atau 

yang disebut potensi.  Keutuhan potensi ini akan dapat dilihat apabila di antara 

mereka mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk  dapat berdaya dan mandiri.   

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan 

bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut 

meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh 

masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta 

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi  dengan mempergunakan daya/kemampuan  yang dimiliki. 

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomo-

torik dan  afektif serta  sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.  

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang 

dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi 

atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku 

masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap 

nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan 

yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai 

keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan 
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kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung 

masyarakat dalam rangka melaku-kan aktivitas pembangunan. 

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, 

afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya 

kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian, dalam 

masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-

keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan 

perilaku sadar akan kebutuhannya.  

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses 

belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap 

akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses 

pengambilan keputusan secara mandiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu 

& Matson (Suprijatna, 2000) yang mengusulkan konsep The Good Community 

and Competency yang meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat 

komponen kompetensi masyarakat. The Good Community and Competency itu 

adalah; (1) setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan 

hubungan pribadi atau kelompok; (2) komunitas memiliki kebebasan atau 

otonomi, yaitu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepen-

tingannya sendiri secara mandiri dan  bertanggung jawab; (3) memiliki vialibilitas 

yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri; (4) distribusi kekuasaan secara 

adil dan merata sehingga setiap orang mempunyai berkesempatan dan bebas 

memiliki serta menyatakan kehendaknya; (5) kesempatan setiap anggota masyara-

kat untuk berpartsipasi aktif untuk kepentingan bersama; (6) komunitas memberi 

makna kepada anggota; (7) adanya heterogenitas/beda pendapat; (8) pelayanan 

masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang berkepen-

tingan; dan (9) adanya konflik dan manajemen konflik. 

Melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi 

yang harus dimiliki masyarakat yaitu, sebagai berikut: (1) mampu mengidentifikasi 

masalah dan kebutuhan komunitas, (2) mampu mencapai kesempatan tentang sasaran 

yang hendak dicapai dalam skala prioritas, (3) mampu menemukan dan menyepakati 

cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui, dan  (4) mampu bekerjasama 
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dalam bertindak mencapai tujuan. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan 

kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, 

mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan sosial.  

Pembentukan masyarakat yang memiliki kemampuan yang memadai 

untuk memikirkan dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan 

tentunya tidak selamanya harus dibimbing, diarahkan dan difasilitasi. Berkaitan 

dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak 

bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, 

dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak 

jatuh lagi. Berdasarkan pendapat Sumodiningrat berarti pemberdayaan melalui 

suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. 

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung 

secara bertahap, yaitu: (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju 

perilaku sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan 

peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan 

berpikir atau pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil peran 

di dalam pembangunan, dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, 

kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif, kreatif dan kemampuan 

inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004).  

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku 

merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pelaku 

pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi ber-

langsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam 

masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai 

kesadaran konatif yang diharapkan agar masyarakat semakin terbuka dan merasa 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisinya. 

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan, pengalaman 

dan keterampilan dapat berlangsung baik, demokratis, efektif  dan efisien, jika 

tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang 

pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa 

yang menjadi tuntutan kebutuhan jika telah menyadari akan pentingnya pening-
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katan kapasitas. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan 

dan penguasaan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini 

masyarakat hanya dapat berpartisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar 

menjadi pengikut/obyek pembangunan saja, belum menjadi subyek pembangunan. 

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan 

intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat 

membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh ke-

mampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan 

melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah 

mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan 

pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini 

seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. 

Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. Serangkaian tahapan yang ditempuh 

melalui pemberdayaan tersebut dapat diamati pada Tabel 1. 

Tabel 1 Tahapan pemberdayaan knowledge, attitudes, practice dengan   

pendekatan aspek afektif, kognitif, psikomotorik dan konatif 

Tahapan Afektif 
Tahapan 

Kognitif 

Tahapan 

Psikomotorik Tahapan 

Konatif 

Belum merasa 

sadar 

& peduli 

Belum memiliki 

Wawasan 

pengetahuan 

Belum memiliki 

ketrampilan dasar 

Tidak 

berperilaku 

membangun 

Tumbuh rasa 

kesadaran & 

kepedulian 

Menguasai 

pengetahuan 
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Kemampuan Pelaku Pemberdayaan 

Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat 

menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak 

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah 

merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat dan ditandai kemampuan 

memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah yang dihadapi  dengan mempergunakan daya, 

kekuatan atau kemampuan  yang dimiliki. Daya, kekuatan atau kemampuan yang 

dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta 

sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material. Pencapaian tujuan tersebut tentu 

tidak semudah membalik telapak tangan,  tetapi membutuhkan upaya dan kerja 

keras yang serius dari semua pihak yang dalam penelitian ini disebut sebagai 

pelaku pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai 

motivator, mediator dan fasilitator yang baik. 

Pada era reformasi dan desentralisasi saat ini tuntutan terhadap pelaku 

pemberdayaan yang memiliki kemampuan yang memadai semakin menguat. 

Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperkaya pengetahuannya,  

melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain 

program pemberdayaan. Lantas muncul pertanyaan, kemampuan seperti apa 

yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdayaan?. Tjokrowinoto (2001) me-

nawarkan lima bentuk kemampuan yang dianggapnya sangat relevan dengan 

kualitas pelaku pemberdayaan, yakni: (1) kemampuan untuk melihat pe-

luang-peluang yang ada, (2) kemampuan untuk mengambil keputusan dan 

langkah-langkah yang dianggap prioritas dengan mengacu pada visi, misi 

dan tujuan  yang ingin dicapai, (3) kemampuan mengidentifikasikan sub-

jek-subjek yang mempunyai potensi memberikan input dan sumber bagi 

proses pembangunan, (4) kemampuan menjual inovasi dan memperluas 

wilayah penerimaan program-program yang diperuntukkan bagi kaum 

miskin; dan (5) kemampuan memainkan peranan sebagai fasilitator atau 

mening-katkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh berkembang 

dengan kekuatan sendiri. 
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Keterpaduan kelima kemampuan pelaku pemberdayaan tersebut patut 

dijadikan rujukan atau pedoman oleh seluruh unsur stakeholders, terutama 

yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap keberhasilan pembangunan 

dan penanggulangan kemiskinan. Namun dukungan kelima kemampuan ini pun 

tidak akan berarti kalau tidak disertai dengan sikap perilaku adil dan komitmen 

yang kuat. Jamasy (2004) menambahkan bahwa ada tujuh syarat kemampuan 

umum yang harus dimiliki pelaku pemberdayaan dan kesemuanya harus 

terefleksi dalam kegiatan aksi program, yakni kemampuan untuk:  (1) memper-

tahankan keadilan, (2) mempertahankan kejujuran, (3) melakukan problem 

solving, (4) mempertahankan misi, (5) memfasilitasi, (6) menjual inovasi, 

dan (7) fasilitasi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri. 

Keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses 

pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif 

masyarakat. Fasilitator harus trampil mengintegrasikan tiga hal penting yakni: 

optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi 

masyarakat. Masyarakat pada saat menjelang batas waktu harus diberi kesem-

patan agar siap melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, 

fasilitator harus mulai mengurangi campur tangan secara perlahan. Tanamkan 

kepercayaan pada masyarakat yang selanjutnya akan mengelola program. Secara 

rinci perban-dingan persentase keterlibatan fasilitator dan masyarakat dalam 

proses pember-dayaan masyarakat divisualisasikan pada Gambar 1. 
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Berkaitan dengan jangka waktu keterlibatan fasilitator (pelaku pember-

dayaan) dalam mengawal proses pemberdayaan terhadap warga masyarakat, 

Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa, pemberdayaan tidak bersifat selama-

nya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas 

untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Meskipun 

demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeli-

haraan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak 

mengalami kemunduran. 

Sebagai tenaga ahli, fasilitator sudah pasti dituntut untuk selalu trampil 

melakukan fasilitasi; aktif menciptakan media konsultasi; aktif menjadi mediator; 

aktif memberikan animasi dan advokasi; dan trampil memfasilitasi proses 

problem solving (pemecahan masalah). Persoalan yang diungkapkan masyarakat 

saat problem solving tidak secara otomatis harus dijawab oleh fasilitator tetapi 

bagaimana fasilitator mendistribusikan dan mengembalikan persoalan dan 

pertanyaan tersebut kepada semua pihak (peserta atau masyarakat). Upayakan 

bahwa pendapat masyarakatlah yang mengambil alih keputusan. Hal yang penting 

juga untuk diperhatikan pelaku pemberdayaan sebagai fasilitator harus dapat 

mengenali tugasnya secara baik.  

Berkaitan dengan tugas pelaku pemberdayaan sebagai fasilitator oleh 

Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) memberikan kerangka acuan mengenai 

tugas sebagai berikut; (1) mendefenisikan siapa yang akan dilibatkan dalam pelak-

sanaan kegiatan, (2) mendefenisikan tujuan keterlibatan, (3) mendorong komuni-

kasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan, (4) mem-

fasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan 

dan perbedaan, (5) memfasilitasi pendidikan membangun pengetahuan dan ke-

terampilan, (6) memberikan contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersa-

ma mendorong kegiatan kolektif, (7) mengidentifikasi masalah-masalah prioritas 

yang akan dipecahkan bersama dan memfasilitasi penetapan tujuan,  (8) meran-

cang solusi-solusi alternative, (9) mendorong pelaksanaan tugas, dan  (10) meme-

cahkan konflik/masalah. 
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Memahami Modal Manusia (Human Capital) 

 dan Modal Sosial (Social Capital) 

Modal Manusia (Human Capital) 

Pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul "investment in 

human capital" di hadapan The American Economic Association  dan sekaligus 

sebagai peletak dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato 

tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui 

pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi 

juga merupakan suatu investasi. Azua dan Azua (Huseini, 1999) menjelaskan 

bahwa modal manusia merupakan  refleksi dari pendidikan, pengalaman, intuisi 

dan keahlian dan Nasseri (2002) berpendapat bahwa modal manusia adalah 

akumulasi dari bakat dan pengetahuan individu yang diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, pengalaman dan kognisi.  

Deninson (Nurulpaik, 2005) mengemukakan bahwa pembangunan sektor 

pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan 

ketrampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara 

pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai 

nilai ekonomi dari pendidikan. Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola 

pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga 

internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana 

dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM.  

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga 

diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investment) dan menjadi 

"leading sector" atau salah satu sektor utama. Seperti yang dikemukakan oleh 

Todaro dan Smith (2003) bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan 

pembangunan yang mendasar yang keduanya merupakan bentuk dari modal 

manusia (human capital) yang menjadi fundamental untuk membentuk kapabilitas 

manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Kesehatan 

merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan  adalah hal yang pokok untuk 

menggapai kehidupan  yang memuaskan dan berharga. Menurut Suharto (2005) 
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berkembangnya kemampuan intelektual, emosional dan spiritual manusia yang 

memungkinkan mereka mampu menjalankan peran-peran sosial secara memadai 

dalam kehidupannya merupakan kata kunci dari peningkatan modal manusia 

(human capital). Oleh karena perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor 

pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sungguh-sungguh, misalnya ada 

komitmen politik yang tinggi untuk menyediakan anggaran sektor pendidikan dan 

kesehatan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi 

pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.  

Dalam teori pembangunan konvensional, memang masalah SDM belum 

mendapat perhatian secara proporsional. Teori pembangunan konvensional masih 

meyakini bahwa sumber pertumbuhan ekonomi itu terletak pada konsentrasi 

modal fisik (physical capital) yang diinvestasikan dalam suatu proses produksi 

seperti pabrik dan alat-alat produksi. Modal fisik termasuk pula pembangunan 

infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan irigasi untuk mempermudah 

proses transaksi ekonomi. Namun, belakangan terjadi pergeseran teori pem-

bangunan, bahwa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi justru faktor modal 

manusia (human capital) yang bertumpu pada pendidikan. Pergeseran teori ini 

terjadi bersamaan dengan pergeseran paradigma pembangunan, yang semula 

bertumpu pada kekuatan sumber daya alam (natural resource based), kemudian 

berubah menjadi bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia (human resource 

based) atau lazim pula disebut knowledge based economy. Pergeseran paradigma 

ini makin menegaskan bahwa  aspek SDM bernilai sangat strategis dalam 

pembangunan (Alhumami, 2005)  

Pada era globalisasi seperti sekarang ini perhatian terhadap modal manusia 

semakin tinggi terkait dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan 

dan sosiologi. Para ahli kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal, 

yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada 

faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi.  Modal manusia (human 

capital)  tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Lalu 

muncul pertanyaan, apa ukuran yang menentukan kualitas manusia?. Ada 

berbagai aspek yang dapat menjelaskan hal ini seperti aspek kesehatan, 



 27  

pendidikan, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Di antara berbagai aspek 

tersebut, pendidikan dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan 

kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh 

pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun 

keberadaan hidupnya dengan lebih baik (Tobing, 2005). Lebih lanjut Romer 

(Tobing, 2005) menjelaskan bahwa modal manusia (human capital)  merujuk 

pada stok pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan adalah cara dimana individu 

meningkatkan modal manusianya.  

Menurut Fukuyama (2002), bahwa dewasa ini modal untuk usaha tidak 

lagi melulu  berwujud tanah, pabrik, alat-alat dan mesin. Bentuk modal-modal 

tersebut bahkan cenderung semakin berkurang dan akan segera didominasi oleh 

modal manusia  (human capital)  seperti; pengetahuan dan ketrampilan. Coleman 

(1998) menambahkan bahwa selain pengetahuan dan ketrampilan porsi lain dari 

modal manusia (human capital) ini adalah kemampuan masyarakat untuk 

melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain. Pengembangan sumberdaya 

manusia yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai 

macam kegiatan dalam masyarakat. Pembinaan sumberdaya manusia berhu-

bungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup. Pembinaan sumberdaya 

manusia dimulai dalam keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan formal dan 

dikembangkan dalam masyarakat terutama di lingkungan pekerjaan. 

Pembinaan sumberdaya yang paling dasar dimulai dalam keluarga. Orang 

tua memberikan petunjuk-petunjuk dan meneruskan kebiasaan cara bekerja 

kepada anak-anaknya. Demikian pula orang dewasa dalam keluarga hidup dengan 

aturan dan tata kebiasaan tertentu dan ditiru oleh orang muda. Sesuai dengan 

perkembangan susunan masyarakat dan ekonomi, kemampuan kerja seseorang 

perlu ditingkatkan melalui apa yang disebut magang. Dalam pengertian magang, 

seseorang dalam jangka waktu tertentu mengamati secara terus menerus 

bagaimana pekerja-pekerja yang sudah berpengalaman melakukan pekerjaan 

tertentu. Kemudian orang itu mencoba menerapkan sendiri cara bekerja yang 

diamatinya sambil diawasi oleh orang yang berpengalaman. Bila dipandang 
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sudah mampu, orang tersebut dapat kembali bekerja di usaha keluarga, atau 

dalam usaha di tempat dia magang, atau mencari pekerjaan di tempat lain  

Menurut pengertian ilmu ekonomi sekarang, modal manusia merupakan 

stok dari kemampuan (skill) dan berpengetahuan produktif (productive know-

ledge) yang terdapat pada orang-orang di masyarakat. Sesuai dengan pemi-

kiran para pakar "Human Capital Theory" seperti Becker, Mincer, dan Schultz 

(Anwar, 1997), bahwa para ekonom mendapatkan konsep bahwa upaya 

meningkatkan pendidikan dan latihan merupakan karakteristik dari investasi 

kepada modal sumberdaya manusia. Jika individu memilih untuk menempuh 

program pendidikan dan latihan maka dia menghadapi biaya yang diluangkan 

(opportunity cost) untuk memperoleh pendapatan dari bekerja selama  masa 

pendidikan dan latihan berlangsung. Tetapi dalam masa yang sama sebagai 

akibat dari hasil pendidikan, maka produktivitas akan meningkat setelah 

pendidikannya berakhir dan kemungkinan dapat memperoleh pendapatan 

yang lebih baik pada masa yang akan datang.  

Menurut England (Sayuti, 1995), ada tiga aktivitas yang dapat dilaku-

kan individu-individu yang mungkin meningkatkan kualitas keahliannya, 

yaitu: (1) pengetahuan dari pendidikan formal; (2) memperbaiki keahlian atau 

ketrampilan melalui pengalaman kerja, dan (3) melalui pelatihan khusus yang 

direncanakan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, khususnya dalam 

industri dan jasa. 

Berdasarkan beberapa definisi modal manusia yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa Modal Manusia (human capital) adalah suatu 

aset yang berhubungan dengan intelektualitas dan kondisi seseorang yang 

diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal yang didukung oleh 

kesehatan jasmani dan rohani yang prima dan kemampuan melakukan 

hubungan/interaksi antar sesama secara baik, menguntungkan dan berkelanjutan. 
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Modal Sosial (Social Capital) 

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat 

tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. 

Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota 

masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran 

seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di 

Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan. konsep 

modal sosial (social capital) pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul The 

Rural School Community Centre tahun 1916 mengatakan modal sosial, 

bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih 

mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting 

dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk 

kemauan baik, rasa bersahabat; saling simpati serta hubungan sosial dan  

kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu 

kelompok sosial (Syabra, 2003). 

Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial hampir 

seabad yang lalu, istilah tersebut baru mulai dikenal di dunia akademis sejak 

akhir tahun 1980-an. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, 

dalam sebuah tulisan yang berjudul "The Forms of Capital" tahun 1986 

(Syabra, 2003) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara 

berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak 

cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. 

Penting juga diketahui bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap 

sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan 

keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi 

selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. 

Bourdieu (Syabra, 2003) menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal 

budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat 

dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk 

dikonversikan. 
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Modal ekonomi, menurut Bourdieu memang dengan mudah dapat dikon-

versikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak 

kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonver-

sikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, 

seperti  kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi 

tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat 

dilembagakan dalam bentuk gelar kesarjanaan. Misalnya sekalipun diperoleh 

melalui perguruan tinggi yang sama dan dalam jangka waktu pendidikan yang 

sama, masing-masing gelar kesarjanaan dengan bidang keahlian yang berbeda 

memiliki "nilai jual ekonomi" yang berbeda. Bahkan gelar kesarjanaan dalam 

bidang sama tetapi diperoleh dari perguruan tinggi yang berbeda akan 

mengandung nilai ekonomi yang berbeda. Seorang tamatan perguruan tinggi 

yang memiliki nilai akreditasi tinggi pada umumnya akan lebih mudah 

mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan 

seorang tamatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang rendah 

nilai akreditasinya (Todaro & Smith, 2003). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial (social capital) 

merupakan fasilitator penting dalam pembangunan ekonomi. Modal sosial  yang 

dibentuk berdasarkan  kegiatan ekonomi dan sosial dimasa lalu dipandang sebagai 

faktor yang dapat meningkatkan dan jika digunakan secara tepat mampu memper-

kuat efektifitas  pembangunan (Suharto dan Yuliani, 2005). 

Tjondronegoro (2005) menjelaskan bahwa modal sosial dapat menjadi 

unsur pendukung keberhasilan pembangunan, termasuk pula dinamika pem-

bangunan pedesaan dan pertanian di Indonesia. Seperti dicontohkan oleh Tjondro-

negoro tentang bentuk-bentuk jaringan daerah pedesaan dan perkotaan seperti 

gotong royong, kelompok arisan maupun pengajian dapat disebut sebagai modal 

sosial. Sehingga dalam menjalankan program pembangunan, khususnya pertanian 

dan pedesaan bentuk-bentuk modal sosial tersebut sebaiknya di perhati-kan dan 

dimanfaatkan. Brehm dan Rahn (Bahtiar,1997) menjelaskan bahwa modal sosial  

adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi 

pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Definisi lain dikemukakan oleh 
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Pennar (Bahtiar,1997) bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang 

mempengaruhi perilaku individual yang mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi. 

Prusak (2001) menjelaskan bahwa modal sosial adalah kumpulan dari hubungan 

yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai 

dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas 

yang memungkinkan adanya kerjasama. 

Modal sosial mulai berkembang dan banyak menyita waktu para ilmuwan 

sosial setelah manusia sadar bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan 

oleh modal ekonomi yang berbentuk material semata tetapi juga ada modal dalam 

bentuk immaterial. Modal immaterial ini oleh banyak ilmuwan disebut sebagai 

modal sosial. Modal sosial bisa melekat pada individu manusia dan juga bisa 

merupakan hasil interaksi sosial dalam bentuk jaringan sosial (Alder & Seok, 

2002). Oleh karena itu mengenai pengertian atau definisi modal sosial sangat 

beragam tetapi tidak lepas dari dua obyek penekanan, pertama penekanan pada 

karakteristik yang melekat pada individu (misalnya, norma-norma, saling percaya, 

saling pengertian , kepedulian, dll)  dan kedua penekanan pada jaringan hubungan 

sosial (misalnya adanya kerjasama, pertukaran informasi, dll)  Berikut ini akan 

diuraikan beberapa pendapat para ilmuwan tentang modal sosial. Dari uraian ini 

akan diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang modal sosial. 

Bourdieu (Winter, 2000) menjelaskan bahwa modal sosial (social capital) 

merupakan wujud nyata dari suatu institusi kelompok yang merupakan jaringan 

koneksi yang bersifat dinamis dan bukan alami. Oleh karena itu modal sosial 

dapat menghasilkan hubungan sosial secara langsung dan tidak langsung dan 

jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan ini dapat dilakukan dalam 

hubungan antar keluarga, tetangga, teman kerja, maupun masyarakat dalam arti 

luas. Modal sosial merupakan kumpulan sumberdaya yang dimiliki setiap anggota 

dalam suatu kelompok yang digunakan secara bersama-sama. 

Menurut Putnam (Amin, 2002), modal sosial (social capital) adalah ke-

mampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Dalam 

aplikasinya, modal sosial dapat berupa kepercayaan, norma dan jaringan kerja 

yang merupakan fasilitas bersama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara 
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luas. Dari hasil  studi Putnam di Italia menyimpulkan bahwa  jaringan sosial ber-

kaitan erat dengan konsep modal sosial. Meskipun konsep modal sosial  bersifat 

multidimensi tetapi secara operasional modal sosial menunjuk pada norma-norma 

dan jaringan-jaringan yang memungkinkan terjadinya aksi kolektif.  

Putnam (Budi, 2005) merumuskan bahwa modal sosial (social capital) 

menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan 

horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, 

kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama 

anggota-anggota organisasi. Dalam konteks ekonomi, jaringan horisontal yang 

terkoordinasi dan kooperatif itu akan menyumbang pada kemakmuran. Modal 

sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi horisontal ini umpamanya berperan penting 

dalam mendukung kemajuan ekonomi pada komunitas Cina perantauan (overseas 

Chinese) melalui apa yang disebut dengan network capitalism. Organisasi 

informal Cina perantauan di Asia Tenggara, misalnya di Singapura dan Malaysia, 

mendorong kemampuan kompetitif mereka dalam kegiatan bisnis. Keunggulan 

bersaing tersebut bukan hanya karena mereka memiliki bakat kewiraswastaan, 

tapi juga berasal dari perkumpulan dan lembaga dagangnya yang kuat.  

Putnam juga mengajukan contoh mengenai kuatnya modal sosial  

masyarakat Italia Utara yang sejak berabad-abad lalu memiliki jaringan horisontal 

di antara kelompok masyarakatnya, yang mengembangkan budaya politik yang 

menekankan pada otonomi, kerja sama, toleransi, dan penghormatan pada hukum, 

sehingga memungkinkan berkembangnya demokrasi partisipatif dan ketertiban. 

Sebaliknya, organisasi sosial di Italia Selatan sangat hierarkhis, dengan dominasi 

dan hegemoni kelompok elite, budaya politiknya berpola atasan-bawahan dan 

otoriter yang yang mencolok. Masyarakat Italia Selatan mengembangkan 

hubungan sosial yang vertikal, memiliki ketergantungan yang luas pada keluarga, 

dan kepercayaan sosial pada nonkeluarga yang rendah, karena lembaga-lembaga 

publik yang ada tidak dapat diandalkan untuk terciptanya rasa keamanan dan 

perlindungan (Budi, 2005) 

Coleman (1998) memandang modal sosial (social capital)  dari sudut 

pandang struktur sosial yang memiliki berbagai  tindakan dan aturan yang dapat 
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dimanfaatkan secara bersama seperti; kewajiban dan harapan, saluran informasi, 

ketaatan terhadap sanksi dan norma-norma. Lebih lanjut Coleman melihat modal 

sosial dari sisi fungsinya. Dia menunjukkan bahwa struktur sosial dalam bentuk 

jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup cenderung lebih efektif 

daripada yang terbuka. Jaringan komunitas yang dikembangkan kelompok 

perantau lazimnya dibuat eksklusif, yang keanggotaannya didasari relasi kekera-

batan dan kesamaan daerah, bahasa, etnis, dan agama, dan mungkin karena 

ketertutupan itulah mereka bisa survive dan bisa menguasai jaringan perdagangan 

komoditas dan ketrampilan tertentu di daerah perantauan. Berbeda dengan 

Fukuyama (2002), yang tulisannya dianggap kontroversial yang menekankan 

bahwa modal sosial (social capital) memiliki kontribusi yang cukup besar atas 

terbentuk dan berkembangnya ketertiban dan dinamika ekonomi.  

Dalam konsepsi Fukuyama, modal sosial adalah serangkaian nilai dan 

norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok 

yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Apabila anggota 

kelompok mengharapkan anggota-anggotanya berperilaku jujur dan terpercaya, 

mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat 

jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Fukuyama menjelaskan 

bahwa keluarga merupakan sumber penting bagi modal sosial. Sebagai contoh, 

betapa pun rendahnya opini orang tua Amerika atas anak-anak mereka yang 

berusia belasan tahun, jauh lebih mungkin di antara mereka saling mempercayai 

dan bekerja sama ketimbang dengan orang asing. Inilah alasan mengapa 

sebenarnya seluruh kegiatan bisnis dimulai dari keluarga. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

modal sosial adalah suatu norma atau nilai yang telah dipahami bersama oleh 

masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial/kerja yang positif, terjalinnya 

kerjasama yang saling menguntungkan, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas 

yang tinggi dan dapat mendorong tingkat kepercayaan antara sesama dalam 

rangka tercapainya tujuan bersama. Terkait dengan hal ini, Paldam (Amin, 2002) 

menyebutkan bahwa yang menjadi pilar modal sosial (social capital) adalah 
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kepercayaan (trust), eksistensi jaringan (network), dan kemudahan bekerja sama 

(ease of cooperation). 

Grootaert dan Basteler (2001) mengungkapkan ada tiga manfaat modal 

sosial (social capital), yaitu: (1) partisipasi individu dan jaringan kerja sosial akan 

meningkatkan ketersediaan informasi dengan biaya rendah; (2) partisipasi dan 

jaringan kerja lokal serta sikap saling percaya akan membuat kelompok lebih 

mudah untuk mencapai keputusan bersama dan mengimplementasikan dalam 

kegiatan bersama; dan (3) memperbaiki jaringan kerja dan sikap mengurangi 

perilaku tidak baik dari anggota. Jika disimak, titik simpul kekuatan modal sosial 

(social capital)  itu bertumpu pada dua hal: jaringan dan sumber daya. Itulah yang 

dapat dibaca dalam karya-karya para pemikir seperti Pierre Bourdieu, Robert 

Putnam, James Coleman,  Fukuyama, dan lain-lain. Mereka mengenalkan konsep 

modal sosial itu merujuk dua komponen penting yaitu:  (1) jaringan sosial yang 

beroperasi di masyarakat yang memberi manfaat mutualistik bagi para warganya; 

dan (2) berbagai jenis sumber daya yang tersedia di masyarakat bersangkutan 

yang dapat didayagunakan bagi kepentingan publik.  
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KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

Kerangka Berpikir  

Perencanaan pengelolaan hutan lestari dan pemberdayaan masyarakat di 

sekitar kawasan hutan, pemerintah selalu dilakukan secara sentralistik tanpa 

melibatkan peran serta masyarakat. Sebagian elit birokrasi beranggapan bahwa 

untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan, masyarakat tidak mempunyai 

kemampuan untuk menganalisis kondisi dan merumuskan permasalahan, apalagi 

mencari solusi pemecahannya, sehingga masyarakat kurang terlibat dalam setiap 

tahapan proses pemberdayaan. Akibatnya masyarakat kurang memahami dan 

mengerti untuk apa dan bagaimana program tersebut dilakukan. Kondisi ini yang 

mendorong masyarakat bersikap tidak peduli dan  tidak bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan dan kegagalan program tersebut. Beberapa contoh program 

pemberdayaan yang digulirkan pemerintah yang belum menunjukkan manfaat 

yang signifikan secara berkelanjutan bagi masyarakat dan bahkan hanya 

menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah adalah pembagian 

Raskin, Gaskin, dana bergulir, BLT  dan sebagainya.  

Paradigma baru pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama pembangunan diharapkan lebih dapat bersifat memberdayakan 

masyarakat. Mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah terciptanya 

masyarakat yang memiliki daya, kekuatan atau kemampuan berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan serta memiliki kebebasan di segala bidang kehidupan. 

Keberhasilan implementasi paradigma baru pemberdayaan masyarakat disadari 

bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan upaya dan kerja keras dari berbagai 

pihak, baik pemerintah, swasta, pelaku pemberdayaan maupun masyarakat. Salah 

satu yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah 

keterlibatan masyarakat sasaran dan pemanfaatan potensi dan  sumberdaya lokal 

secara optimal agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri (mandiri).  

Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dalam istilah ekonomi disebut 

modal atau aset yang dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

modal yaitu, modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang perlu 

 


